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PENETAPAN
Nomor 0106/Pdt.G/2018/PA Klk

I\ e\ .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
pengantar air isi ulang (Galon), bertempat tinggal di

Jalan
, Kabupaten Kolaka, sebagai

Pemohon;
melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan

Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari
2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor
0106/Pdt.G/2018/PA Klk tanggal 05 Februari 2018, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako sebagaimana bukti
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berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 04
Februari 2010;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon di

, Kabupaten Kolaka selama satu
minggu lalu terakhir pindah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon
di ,
Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum telah melakukan hubungan badan
layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak
bernama umur sembilan bulan dan sekarang tinggal bersama
Pemohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Mei 2016 antara Pemohon dan
Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi
tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

a

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama IFAN;
d. Termohon sering main judi (Joker);

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
terjadi pada 4 Februari 2018 saat mana Termohon pergi meninggalkan
Pemohon ke rumah orang tua Termohon di

Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah
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tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Kolaka cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar
kembali rukun dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan dibantu oleh
mediator dari unsur hakim yaitu Bapak Muhammad Surur, S.Ag dan
berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Februari 2018, mediasi yang
dilaksanakan berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan
alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari

Pemohon tersebut;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk
kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan

menjadi bagian dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon yang
dimediatori oleh mediator dari unsur hakim ternyata berhasil merukunkan
kembali Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah terpenuhi maksud dari
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan
Nomor 0106/Pdt.G/2018/PA KIk dengan alasan antara Pemohon dan
Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas
gugatan Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis
Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
0106/Pdt.G/2018/PA KIk dari Pemohon;
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2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 M.
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami Hasnawati,
S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Abu
Rahman Baba, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Sitti

Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan

Termohon.
Ketua Majelis,
ttd
Hasnawati, S.HI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
A.Muh.Yusri Patawari, S.HI Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,
ttd

Sitti Nurhidayah, S.HIi
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Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. ATK/Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5.  Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah . Rp. 381.000,-

018 793 065 825 60
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